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BAB III 
 PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran aparat 
penegak hukum dan lembaga adat dalam menanggulangi tindak pidana 
pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja dapat dikemukakan 
kesimpulan bahwa peran aparat penegak hukum yaitu 1. upaya 
pencegahan:  melakukan pengawasan di setiap tempat-tempat yang rawan 
terjadi tindak pidana pencurian benda purbakala, meminta masyarakat 
untuk melaporkan setiap kejadian yang diduga sebagai tindak pidana ke 
kepolisian, meminta masyarakat untuk mendukung setiap proses hukum 
yang dilakukan demi kelancaran pemeriksaan 2.  upaya penindakannya 
adalah melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan 
terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda purbakala. Adapun peran 
lembaga adat yaitu 1. upaya pencegahan: mensosialisasikan kepada 
masyarakat adat mengenai pentingnya melestarikan benda-benda 
purbakala sebagai warisan leluhur, meminta masyarakat adat untuk 
melaporkan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana pencurian benda 
purbakala kepada kepolisian atau kepada lembaga adat, dan mengingatkan 
masyarakat adat untuk menyimpan benda-benda purbakala pada tempat 
yang aman  2. upaya penindakan :  menjatuhkan sanksi adat terhadap 
pelaku pencurian benda purbakala jika diadukan ke lembaga adat. 
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Meskipun aparat penegak hukum dan lembaga adat sama-sama 
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian benda 
purbakala, namun masyarakat adat lebih memilih untuk menyelesaikan 
tindak pidana pencurian benda purbakala melalui jalur litigasi 
dibandingkan melalui lembaga adat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat 
adat merasa lebih memperoleh keadilan jika menyelesaikan tindak pidana 
pencurian benda purbakala melalui jalur litigasi dengan menjatuhkan 
sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan melalui lembaga adat yang 
hanya menjatuhkan sanksi adat berupa denda . 
B. Saran 
Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis 
mengemukakan saran sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum  
a. agar bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya untuk 
menangani tindak pidana pencurian benda purbakala dan 
selalu melakukan koordinasi yang baik dengan aparat 
penegak hukum di daerah lain yang sering menjadi tempat 
persinggahan untuk transaksi jual beli benda purbakala dari 
kabupaten Tana Toraja.  
b. kedepannya melakukan koordinasi dengan lembaga adat 
dalam mengintegrasikan denda adat ke dalam pidana 
tambahan sesuai RUU KUHP sehingga tetap melestarikan 
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nilai-nilai budaya yang terdapat dalam hukum adat yang 
ada. 
2. Diharapkan kepada lembaga adat agar selalu mensosialisasikan 
kepada masyarakat mengenai keberadaan lembaga adat untuk 
eksistensi dan memperkuat kewenangannya menyelesaikan 
persoalan adat. 
3. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk : 
a. segera melakukan pengkajian terhadap benda-benda 
purbakala yang terdaftar di kabupaten Tana Toraja agar 
bisa ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga jika terjadi 
tindak pidana pencurian benda purbakala yang telah 
ditetapkan menjadi cagar budaya, sanksi bagi pelaku 
pencurian mendapat hukuman yang lebih berat yaitu 
maksimal 10 tahun penjara berdasarkan UU No 11 Tahun 
2010 tentang Cagar Budaya dibandingkan menggunakan 
KUHP dengan ancaman pidana maksimal  5 tahun penjara 
untuk pencurian biasa dan maksimal 7 tahun penjara untuk 
pencurian dengan pemberatan; 
b. Membangun museum benda purbakala di kabupaten Tana 
Toraja  
c.  memperkuat kedudukan lembaga adat dan masyarakat adat 
melalui Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai 
lembaga adat. 
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